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o PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 3é TAHUN 2013

TENTAN G

ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang -

o Mengingat-

S B e e it

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' BUPATI KARAN GANYAR

:a. Bahwa dalam rangka penyelanggaraaﬁ Pemerintahan
-~ Daerah, maka ‘Pemerintah Kabup'wtcn Karanganyar
‘harus melaksanakan keglatan yanﬂr mengakmatkan
. pengeluaran blaya, v :
~b. bahwa sampai saat ini Aug)garan Pcndapatan ‘dan
Belanja  Daerah - Tahun Anggaran 2014 belum
.. ditetapkan; ‘

-~ c¢. bahwa - sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (6)

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 46
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tdhun 2005, maka

. untuk memb1aya1 keperluan sehari- hari Pemecrintah
Daerah dapat melaksanakan pengeludran setinggi-
t1ngg1nya sebesar angka APBD tdhll’l angcrcuan

- sebelumnya; = : :

d. bahwa untuk- maksud terscbut huruf a, huruf b, dan
huruf c diatas; maka perlu- mc,netapkdn Peraturan
Bupati tentang Anggaran Ppndapatan dcm Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20 14 ’

1. Undang Undang Nomor 13 lahun 11950 tentang

Pembentukan - Daerah daerah Kabupaten‘ dalam
hngkungan Prop1ns1 Jawa Tengal ‘

.,.»,.“nm,.,,mw——.,.___._. ST e —
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2. Undang Undang Nomor 28 ’iahun 1999 mt‘m“»

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme = (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 385 1)

3. Undang—Undang Nomor - 17 Tahun 2003 tentanﬁ»

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbardn l\cgara
Repubhk Indonesia Nomor 4286) ‘




. Undang-Undang Nomor - 1 ‘Tahun‘ 2004 tentang
- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indone51a Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
" Pemeriksan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara  (Lembaran ' Negara - Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesm Nomor 4400)

Undang-Undang‘Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang'
‘Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik -

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir = dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang' Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Repuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); =

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

: - Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 5049); -

- 10.

11.

Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan- Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

" Republik - Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan'Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan

Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanoy'
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12.

13.

14.
15. _
‘Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

~16.

17.

(Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2011
Nomor 24);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuarigan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

: Repubhk Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan = Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran - Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4502)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahuh 2005 tentang

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan = Keuangan - Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia ,No.mor 4578);

Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan  Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

18.
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4585)
Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pemerintah =~ Daerah (Lembaran = Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi. Pemerintah

A



20.

21.

292,

23.

Meﬁetapkan -

(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan . Lembaran Negara Repubhk
Indones1a Nomor 4614), ‘

Peraturan Pemermtah Nomor 7 1. Tahun 2010 tentangi

Standar ‘Akuntansi  Pemerintahan . (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor~,30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indones1a Nomor 52 19)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah  Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

‘Peraturan PreSidcn Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang :

Pengadaan Barang/ Jasa Pemermtah

MEMUTUSKAN

PERATURAN ' BUPATI : TENTANG " ANGGARAN

PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014 B R '

Pasal 1 _
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

'Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 1.372. 841 155. 000, OO

2. Belanja Daeah Rp 806.912.343.000,00
Surplus. Rp 565.928.812.000,00
3. Pembiayaan Daerah : o ; T T
a. Penerimaan Rp 0,00
b. Pengeluaran -~ Rp 0,00 (
| Pémbiayaan Netto : Rp SR - 0,00

 Sisa Lebih Pembiayaan SR .
Anggaran Tahun Berkenaan Rp 565.928.812@00,00

Pasal 2

v(l) Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam ‘

Pasal 1 terd1r1 dari :



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaks :
(1) huruf b terdiri dari Je%us belanja : e iPede, ayat
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 0,00
b. Belanja belanja = barang dan Jasa sejumlah

Rp 134.338.330.000,00
c. Belanja modal sejumlah Rp 0,00

: Pasal 4

(1) Pemblayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp 0,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp 0,00

(2) Penerimaan ~ sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : '
a. SiLPA  tahun angaran sebelumnya sejumlah

Rp 0,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlath 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman seJumlah
- Rp 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00
(3) Pengeluaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
b. penyertaan modal (1nvestas1) v pemermtah daerah
- sejumlah 0,00 o
c. pembayaran pokok utang sc_lumlah Rp 0 OO
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5
Ura1an lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
~ Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian. yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
1. LampiranI  Ringkasan APBD;
2. Lampiran II . Ringkasan APBD menurut Urusan:
; Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran Il Penjabaran ' APBD menurut Urusan
' ‘Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
'Pendapatan, Belanja-  Program dan
Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci
menurut kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek; .
4, Lampiran IV - Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
- Program dan Keg1atan '
5. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
-~ Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi




' Dalam  Kerangka Pengelolaan
o Keuangan Negara; :
6. Lampiran VI = Daftar Jumlah . Pegawai Per Golongan
| 1 dan Per Jabatan; ,
7. Lampiran VII: Daftar Piutang Daerah; :
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi)
S - Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan
; - Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan

e pengurangan lainnya;
“11.Lampiran XI Daftar - kegiatan-kegiatan tahun
. » anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dlanggarkan kembali
TR - dalam tahun anggaran ini;
12 .Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13.Lampiran XIII Daftar Plnjaman Daerah dan ObhgaS1
Daerah ~ :

Pasal 6 '
Pelaksanaan APBD yang dltetapkan dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan verja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang—undangan.

L R ' Pasal 7 o
Peraturan Bupati ini mu1a1 berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar Setiap orang - m_engetahuinya, ‘memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Ber1ta Daerah. '

D1tetapkan di
- Pada tanggal ! DQQ’ em loelf 20\ 7)

S BUPATI KARANGANYAR /
I | ;’ JULJYATMONO
- Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2| Desember 2013 8
SEKRETARIS DAERAH TEN S
KARANGANYA :
< C ] L
SAMSI -
56

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 20 13 NOMOR .



